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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

SEKRETARIAT DAERAH 
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 

Jalan RTA. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111, 
Telepon 0536-3239379 Pos-el biroadbang@kalteng.go.id 

  

Palangka Raya, 15 Oktober 2025 
 

 

Nomor : 500.12.11/201/I/ADBANG/2025 

Sifat : Biasa 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Hal : Permintaan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan 

(DIK) 

 

Yth. PPID Utama / Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian 

dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah  

 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2001 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 5 ayat (1)      

huruf e, Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi 

Publik yang Dikecualikan, maka bersama ini kami mengajukan permintaan uji 

konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Biro 

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana 

tercantum dalam lampiran surat ini. 

Hasil uji konsekuensi tersebut akan menjadi dasar penetapan dan pengesahan 

Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan 

Setda Provinsi Kalimantan Tengah, untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi 

Sdr. Herman melalui HP. 085348011924 atau Sdr. Sad Winarsini HP. 081352804588.  

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan 

terima kasih. 

  

 
 

 

Kepala Biro Administrasi Pembangunan, 
 

 

 

     ${ttd_pengirim} 

 

 

  

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 196908061989111002 

 

${ttd}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Lampiran Surat Kepala Biro Adm. Pembangunan Sekda Prov. Kalimantan Tengah 
Nomor : 500.12.11/201/I/ADBANG/2025 
Tanggal : 15 Oktober 2025 
Hal : Permintaan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan 

 
Daftar Informasi yang Dikecualikan 

Biro Administrasi Pembangunan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
 

A. APABILA DIBUKA DAN DIBERIKAN DAPAT MENGUNGKAP RAHASIA PRIBADI 

NO INFORMASI 
DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI 
KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN 

(JIKA DIBUKA) 
KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN 

(JIKA DITUTUP) 
JANGKA 
WAKTU 

1 
Riwayat dan kondisi anggota 
keluarga pejabat dan PNS 

UUD 1945 Pasal 28A-28H; UU No.14/2008 
Pasal 17 huruf h 

Mengungkap data pribadi PNS; 
Melanggar HAM 

Melindungi data pribadi PNS yang 
bersifat rahasia 

Tidak terbatas 

2 
Riwayat kesehatan fisik dan psikis 
pejabat dan PNS (Data Rekam 
Medis) 

UUD 1945 Pasal 28A-28H; UU No.14/2008 
Pasal 17 huruf h; Permenkes 

No.269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 10 

Mengungkap data pribadi PNS; 
Melanggar HAM 

Melindungi data pribadi PNS yang 
bersifat rahasia 

Tidak terbatas 

3 
Hasil evaluasi kapabilitas, 
intelektualitas, dan rekomendasi 
kemampuan pejabat 

UUD 1945 Pasal 28A-28H; UU No.14/2008 
Pasal 17 huruf h; PP No.100/2000; PP 

No.13/2002 

Mengganggu objektivitas penilaian; 
Merugikan proses penyusunan 

kebijakan 

Menjaga kondusifitas dan kepastian 
hukum 

Terbatas sampai 
pelantikan 

4 
Catatan pribadi pejabat dan PNS 
terkait pendidikan formal/non-
formal 

UUD 1945 Pasal 28A-28H; UU No.14/2008 
Pasal 17 huruf h 

Mengungkap data pribadi PNS; 
Melanggar HAM 

Melindungi data pribadi PNS yang 
bersifat rahasia 

Tidak terbatas 

 

B. MEMORANDUM ATAU SURAT ANTAR BADAN PUBLIK YANG MENURUT SIFATNYA DIRAHASIAKAN 

NO INFORMASI 
DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI 
KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN 

(JIKA DIBUKA) 
KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN 

(JIKA DITUTUP) 
JANGKA 
WAKTU 

1 Biodata elektronik PNS (database) 
UUD 1945 Pasal 28A-28H; UU No.14/2008 

Pasal 17 huruf h 
Mengungkap data pribadi PNS; 

Melanggar HAM 
Melindungi data pribadi PNS yang 

bersifat rahasia 
Tidak terbatas 

 

C. TIDAK BOLEH DIUNGKAPKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

NO INFORMASI 
DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI 
KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN 

(JIKA DIBUKA) 
KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN 

(JIKA DITUTUP) 
JANGKA 
WAKTU 

1 
Arsip/dokumen naskah dinas yang 
klasifikasinya dinyatakan rahasia 

UU No.14/2008 Pasal 17 huruf i; UU 
No.43/2009 tentang Kearsipan 

Merugikan proses penyusunan 
kebijakan karena pengungkapan 

prematur 
Melindungi kerahasiaan dokumen Tidak terbatas 

 

D. RAHASIA JABATAN 

NO INFORMASI 
DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI 
KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN 

(JIKA DIBUKA) 
KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN 

(JIKA DITUTUP) 
JANGKA 
WAKTU 

1 Rahasia Jabatan 
UU No.43/1999 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian 

Merugikan proses penyusunan 
kebijakan karena pengungkapan 

prematur 
Melindungi kerahasiaan dokumen Tidak terbatas 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                               2 / 3                               2 / 3



 

E. BELUM DIKUASAI ATAU DIDOKUMENTASIKAN 

NO INFORMASI 
DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI 
KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN 

(JIKA DIBUKA) 
KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN 

(JIKA DITUTUP) 
JANGKA 
WAKTU 

1 
Belum dikuasai atau 
didokumentasi 

UU No.14/2008 Pasal 6 ayat (3) huruf e Belum dikuasai oleh Badan Publik Belum dikuasai oleh Badan Publik Tidak terbatas 

 

 
 

 

Kepala Biro Administrasi Pembangunan, 
 
 
 
     ${ttd_pengirim} 
 

 
 
Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si 
Pembina Utama Muda 
NIP. 196908061989111002 

 

${ttd}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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Palangka Raya, 25 Mei 2026 

 
Nomor :    500.12.18.1/579/Bid.1/Diskominfo/V/2026   
Sifat : Biasa 
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan Uji Konsekuensi 
 
 
Yth. Kepala Biro Administrasi Pembangunan 
        Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
  
 di 
      Palangka Raya     

 
 

Dalam rangka menindaklanjuti surat Saudara Nomor 500/12.11/201/I/ADBANG/2025 

tanggal 15 Oktober 2025 hal Permintaan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang 

Dikecualikan (DIK), maka akan dilaksanakan Uji Konsekuensi terhadap usulan informasi yang 

dikecualikan dimaksud. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kesediaan Saudara untuk dapat hadir beserta 

pejabat yang menguasai peraturan perundangan terkait administrasi untuk bersama-sama PPID 

Utama Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Pelaksana Biro Administrasi Pembangunan 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Uji Konsekuensi yang akan 

dilaksanakan pada : 

  

 Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2026 

 Waktu : Pukul 08.00 – 09.30 WIB 

 Tempat :  Aula Kanderang Tingang 

   Kantor Diskominfosantik Prov. Kalteng  

   Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 

 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plt. KEPALA DINAS, 

 

 


